Menimbang:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR .. TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

d.

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas
Plafon = Anggaran Sementara serta  Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jgngka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; )
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota l(’l\li\ng Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun

2026,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005~ 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nommor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S387)
sebagaimana telah  diubah  beberapa kali terakhu
dengan Undang-Undang Nomor 6 Fahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang, (Lembaran Negaras Republhik
Indonesia - Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858),
Undang Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Admmmistrasi Pemenntahan (Lembaran Negara
Repubhik  Indonesue - Tahun o 2014 Nomor 292,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

16).

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7100);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25,

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4395);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin  Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Dacrah Kota Banjarmasin Nomor 40)

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin



(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 67);

28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 86);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN

2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

3.  Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  dalam penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin. '

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan Daerah . . )
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Dacrah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. . . -
9. Rencana Strategis Perangkatl Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

h untuk periode 5 (lima) tahun. _ o
g i : ) g selanjutnya disingkat

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yan _
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.
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Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah wuntuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB I
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka
menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

(1)

Pasal 3
RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
a. acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, berupa program/
kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun
rancangan APBD Tahun 2026; dan
c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
Pasal 4
(1) RKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB1 : PENDAHULUAN; 7 )

BAB Il : GAMBARAN UMUM l(()Nl)IS!'I?/\hRA\II; ‘
BAB 11l : KERANGKA EKONOMI DAN l\IuUAN(n‘AN DAERA‘H,
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

VA /
gﬁg V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,;
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

BAB VIl : PENUTUP.



(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5
(1) Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan
dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran
indikatif serta program dan kegiatan apabila belum diatur dalam

Peraturan Wali Kota ini.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), seperti:

a. program dan kegiatan Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah
yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran
pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak
mempercepat pencapalan sasaran pembangunan Daerah; dan

b. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatil serta
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota

Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ~ ¢ +-- <l
WALI KQTA BANJARMASIN,

apekan di Banjarmasin

AH KOTA BANJARMASIN,

S

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR . -



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR - TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BANJARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2025



BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kota Banjarmasin
memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah,
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif yang berfungsi
sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD.
RKPD 2026 telah dilakukan penyempurnaan terhadap hasil reviu
inspektorat, hasil fasilitasi dan penginputan ke dalam Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin
adalah melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Banjarmasin
dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan prinsif -efesiensi,
efektifitas, dan akuntabel serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi
masyarakat dan dunia usaha. Di samping itu, masyarakat juga
diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan
program-program pembangunan daerah dan sekaligus berpartisipasi

untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2026 untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tergantung pada sikap mental,
tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara
pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara pemerintah, baik

pemerintah daerah maupun masyarakat.

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMM/
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